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BABIPENDAHULUAN

A.LatarBelakangMasalah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang

menempatkanperpajakansebagaisuatuperwujudankenegaraan

dalam penjelasanPasal18ayat(2)ditegaskannbahwapenetapan

belanjamengenaihakrakyatuntukmenentukannasibnyasendiri,

makasegalasesuatuyangadahubungannyadenganrakyatmaka

harusmemintapersetujuankepadaDewanPerwakilanRakyat.Oleh

karenaitupemungutanpajakdaerahdidasarkankepadaUndang-

Undang.SesuaidenganUndang-Undang Nomor28Tahun2009

tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah,pajak merupakan

sumberpendapatan daerah agardaerah dapatmelaksanakan

otonominya,yaitu mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Disamping penerimaan yang berasaldaripemerintah berupa

subsidiataubantuandanbagihasilpajakdanbukanpajaksumber

pendapatan tersebutdiharapkan menjadisumber pembiayaan

penyelenggara pemerintah dan pembangunan daerah untuk

meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan

dengantujuanyangingindicapaidenganpembentukanUndang-

Undang ini menetapkan ketentuan pokok yang memberikan

pedomankebijaksanaanpemungutanpajakdaerahdanretribusi

daerah.

Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak
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Daerah dan RetribusiDaerah merupakan Undang-Undang kedua

dariUndang-UndangPajakdanRetribusiDaerah,dimanadiawali

denganUndang-Undang Nomor18 Tahun1997 danmengalami

perubahanpertamamenjadiUndang-UndangNomor34Tahun2000.

Dalam Undang-Undang initerdapatperbedaan dengan Undang-

Undang sebelumnya sepertipenambahan atau pengalihan jenis

pajak serta pengaturan mengenai pengalokasian dana dari

beberapajenispajak.1

Indonesiaterdiridariprovinsi-provinsidandalam provinsi

terdiridariKabupaten dan Kota.Untuk dapat meningkatkan

pembangunan suatu daerah,pemerintah tidakbisa sepenuhnya

melakukan pelayanan kepada provinsi-provinsisehingga setiap

kabupaten/kota memilikihak dan kewajiban untuk mengatur

urusannya sendiri dalam mengatur pemerintahan sehingga

pelayananyangefektifdanefisienakanterlaksana.

Dalam prakteknya, setiap daerah otonom hanya

melaksanakan wewenang pemerintah daripemerintah kepada

daerahuntukmengurusrumahtanggadidaerahmasing-masing

sehingga asas Desentralisasilah landasan yang penting suatu

daerah dapatdikatakan otonom.Karena daerah yang diberikan

kewenanganuntukmengaturdanmelaksanakankewenanganatas

1ReginaM.Mangirang,dkk,2017,“ImplementasiKebijakanPemerintahtentang
PengalokasianDanaPajakdariPenerimaanPajakPeneranganJalanUmum diKabupaten
Minahasa”.Jurnal,RisetAkuntansiGoingConcern12(2),2017,1189-1195,Fakultas
EkonomidanBisnis,JurusanAkuntansi,UniversitasSam Ratulangi,Jl.KampusBahu,
Manado,95115,Indonesia.



 

 

3

prakarsasendirisesuaidengankepentingan danpotensisetiap

daerah.DiNegaraRepublikIndonesia,kewenanganolehpemerintah

pusatdankewenanganolehpemerintahdaerahuntukmenciptakan

otonomiyangdinamis,serasi,danbertanggungjawab.

Pelaksanaan otonomidaerah juga dipandang sebagai

penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah

seharusnyalebihmemberdayakandaerahdengancaradiberikan

kewenanganyanglebihluas,lebihnyata,danbertanggungjawab

terutamadalam mengatur,memanfaatkan,danmenggalisumber-

sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Di

Indonesiaterdapatdaerahotonom provinsidandaerahotonom

kabupaten/kota.Pembentukan daerah otonom disertaidengan

pemberiankewenanganyangmeliputikewenanganuntukmengatur

(policy making) dan kewenangan untuk mengurus (policy

implementating).

Pengaturan kewenangan perpajakan yang ada dengan

pemberiankewenanganyangsemakinbesarkepadadaerahdalam

penyelenggaraanpemerintahandanpelayanankepadamasyarakat

seharusnyadiikutidenganpemberiankewenanganyangbesarpula

dalam perpajakan.BasispajakKabupatendanKotayangsangat

terbatasdantidakadanyakewenanganprovinsidalam penetapan

tarifpajaknyamengakibatkandaerahselalumengalamikesulitan

untuk memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemenuhan
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perpajakan sangat perlu ditingkatkan dengan mendorong

kesadarandanpemahamanbahwapajakadalahsumberutama

pembiayaanNegaradanpembangunannasionalsertasalahsatu

kewajibannyasendiri.

SetelahberlakunyaUndang-UndangNomor28Tahun2009

ketentuanpengalokasiandanatersebutmasihada.Dalam Pasal56

ayat(3)dariUndang-UndangNomor28Tahun2009menentukan

bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian

dialokasikanuntukpenyediaanpeneranganjalan.”Salahsatuyang

menjadi hal baru dan tidak diatur dalam Undang-Undang

sebelumnyaadalah mengenaialokasidaribeberapajenispajak

daerahpengalokasiandanapajak,penerapanyangdilakukanuntuk

membiayaikegiatanyangberkaitandenganpajakyangdipungut.

Salahsatujenispajakdaerahyang wajibdialokasikandananya

dalam peraturaniniyaitupajakpeneranganjalanuntukpenyediaan

peneranganjalanumum.

Salah satu daerah yang menggunakan jenis pajak

peneranganjalanuntukpenyediaanpeneranganjalanumum yaitu

KabupatenIndragiriHilir.BerdasarkanPeraturanDaerahNomor1

Tahun2019tentangPajakDaerahPasal1angka18menyatakan

bahwa pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan

tenagalistrik,baikyangdihasilkansendirimaupundarisumberlain.

Adanyawewenangdalam bidangpajakpeneranganjalan



 

 

5

makadibutuhkanperencanaanyangbaikdankebijakanpemerintah

daerahyang berkolaborasidalam memaksimalkanpotensiyang

dimilikitersebutuntukmampumemunculkandandapatberbagi

denganwilayahdisekitarnyayangsudahmaju.Pengembangan

pajakpeneranganjalanmemilikiprospekcukupstrategissebagai

salahsatusumberpendapatandaerahapabiladiperkembangkan

secaraoptimal.

DiketahuibahwasanyapendanaandariDinasPendapatan

DaerahhanyabersumberdariAPBD(AnggaranPendapatanBelanja

Daerah)Kabupaten IndragiriHilirsaja,sarana dan prasarana

penunjang pajak penerangan jalan yang masih terbatas

berdasarkan masalah diataspenulis ingin melakukan penelitian

denganjudulPeranPemerintahDaerahDalam PengelolaanPajak

PeneranganJalanBagiPenyediaanPeneranganJalanUmum di

KabupatenIndragiriHilir.

B.RumusanMasalah

Berdasarkanisidarilatarbelakangyangsudahdipaparkan,

maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu mengenai:

Bagaimana peran daripemerintah daerah dalam melakukan

pengelolaanhasilpajakdemipemenuhankebutuhanpenerangan

jalanumum diKabupatenIndragiriHilir?Apakahketentuanyang

berlaku bisa mendorong kinerja pemerintah daerah Kabupaten



 

 

6

IndragiriHilirmencukupisesuaidengankebutuhanmasyarakatatas

peneranganjalanumum tersebut?

C.TujuanPenelitian

Berdasarkanrumusanmasalahdiatasmakapenelitianini

bertujuanuntukmengetahuiperkembangannyabagaimanaperan

daripemerintahan daerah dalam melakukan pengelolaan hasil

pajakpeneranganjalandemipemenuhankebutuhanpenerangan

jalanumum diKabupatenIndragiriHilirsertahasilkinerjanyabisa

mencukupikebutuhanmasyarakatataspeneranganjalanumum

tersebut.

D.ManfaatPenelitian

Manfaatpenelitianinidibagimenjadiduamanfaat:

1.ManfaatTeoritis

Secarateoritis,penelitianinidiharapkandapatmenambah

pengetahuandanbermanfaatbagiperkembanganilmuhukum pada

umumnyakhsusunyadalam bidangperpajakandaerah.

2.ManfaatPraktis

Penelitianinidiharapkandapatmemberikanmanfaatbagi

pihakyangberkaitanyaitu:

a)Pemerintah, sebagai yang berwenang dalam

penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan,memberikan
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pemikirantentangbagaimanadalam melakukanpengelolaan

hasilpajakpeneranganjalandemipemenuhankebutuhan

peneranganjalanumum diKabupatenIndragiriHilirserta

hasilkinerjanyabisamencukupikebutuhanmasyarakatatas

peneranganjalanumum tersebut.

b)Masyarakat, menambah pengetahuan dan wawasan

masyarakatmengenaipengelolaanhasilpajakpenerangan

jalandemipemenuhankebutuhanpeneranganjalanumum di

KabupatenIndragiriHilir.

c)Penulis,menjadisaranabagipenulisuntukmengembangkan

daya pikir kritis, sebagai syarat bagi penulis untuk

memperolehgelasrkesarjanaanSrata1Program StudiIlmu

Hukum FakultasHukum UniversitasAtmaJayaYogyakarta.

E.KeaslianPenelitian

Penelitianhukum denganjudulPeranPemerintahDaerah

dalam Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan BagiPenyediaan

PeneranganJalanUmum diKabupatenIndragiriHilirmerupakan

karyaaslipenulis.Karyainimerupakanhasilbuahpemikiranpenulis

sendiridan bukan merupakan plagiasi.Sebagaipembanding 3

penulisanhukum yangmembedakandenganpenulisanhukum ini.

1.NurulAlifah,617303077,Program StudiHukum TataNegara

FakultasSyariahInstitutAgamaIslam NegeriPurwokerto,2020,
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“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015

TentangPengelolaanPeneranganJalanUmum danLingkungan

diKabupatenBanjarnegaraPerspektifMaqasidAl-Syari’ah”.2

a)Rumusan masalah adalah bagaimana tahapan

pengelolaanpeneranganjalanumum danlingkungandi

Kabupaten Banjarnegara? Bagaimana implementasi

peneranganjalanumum danlingkungandiKabupaten

BanjarnegaraPerspektifMaqasidAl-Syari’ah?

b)Hasilpenelitian adalah pengelolaan penerangan jalan

umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Banjarnegara yang diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor21Tahun2015tentangPengelolaanjalanumum

dan lingkungan, dalam praktiknya pengelolaan

peneranganjalanumum belum dilakukansesuaidengan

Standar OperasionalProsedur (SOP) dan Peraturan

Daerah tersebut.Tenaga kerja dibidang pengelolaan

penerangan jalan umum juga sudah dibekalidengan

pengetahuan tentang teknis kelistrikan, tata cara

menggunakanperalatan,tatacarapengaturanlalulintas,

rompipemantulcahaya,pakaiankerja(wearpak),helm

2SkripsidariNurulAlifah,617303077,Program StudiHukum TataNegaraFakultas
SyariahInstitutAgamaIslam NegeriPurwokerto,2020,“ImplementasiPeraturanDaerah
Nomor21Tahun2015TentangPengelolaanPeneranganJalanUmum danLingkunganDi
KabupatenBanjarnegaraPerspektifMaqasidAlSyari’ah”.
http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8317/2/COVER%2C%20BAB%20I%20PENDAHULU
AN%2C%20BAB%20V%20PENUTUP%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdfdiaksestanggal
13Mei2021
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pelindung kepala dan trafick corn. Akan tetapi

pengelolaan penerangan jalan umum hasilnya tidak

maksimalkarenabaru30%peneranganjalanumum yang

tersedia. Terdapat beberapa hambatan yang

menyebabkanpengelolaanpeneranganjalanumum tidak

maksimalyaituterbatasnyasumberdaya(tenagakerja

dan anggaran).Dalam perspektifmaqasid al-syari’ah

kemaslahatandapatdiwujudkanapabilaterpeliharanya

Lima(5)unsur,yaituagama,jiwa,akal,keturunan,dan

harta.Tujuanutamasyariatterletakpadaperlindungan

terhadap Lima haltersebut.Mengenaihalini,untuk

pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan

termasuk dalam maqasid al-daruriyah adalah untuk

perlindungan kepada jiwa (hifz al-nafs), untuk

memeliharaharta(hifzal-mal),danuntukmemelihara

lingkungan(hifzal-bi’ah).

c)PerbedaanantaraskripsiNurulAlifahdengantulisandari

penulisbahwaskripsidariNurulalifahlebihmenekankan

padatahapanpengelolaanpeneranganjalanumum dan

lingkungan di Kabupaten Banjarnegara. Dan untuk

mengetahuiimplementasiPeraturanDaerahNomor21

Tahun 2015 tenyang Pengelolaan Penerangan Jalan

Umum diKabupatenBanjarnegaraperspektifmaqasid
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asl-syari’ah.Sedangkan penulis menelititentang hasil

kinerjadanpotensipajakpeneranganjalandiKabupaten

Indragiri Hilir dari tahun 2019 hingga 2020.

Persamaannyaadalahsama-samamengangkatkonsep

tentangpajakpeneranganjalanumum dalam perspektif

Hukum.

2.Ni Kadek Verdela Christanti, 062114002, Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma,2011,“Analisis Pendapatan Pajak

PeneranganJalandanReklameDitinjaudariPerbandinganTahun

keTahunSertaPrediksinya”.3

a)Rumusan masalah adalah bagaimana perbandingan

pendapatanpajakpeneranganjalandanpajakreklamedari

tahunketahundimulaitahun2005sampaidengantahun

2009?Bagaimana prediksipendapatan pajakpenerangan

jalandanpajakreklameuntuktahun2010sampaidengan

tahun2014?

b)Hasilpenelitian adalah perbandingan pendapatan pajak

peneranganjalantahun2006sebesar135,51%artinyapada

tahun inirealisasipendapatan pajak penerangan jalan

meningkat sebesar 35,51% dibandingkan realisasi

pendapatanpajakpeneranganjalantahun2005.Padatahun

3SkripsidariNiKadekVerdelaChristanti,062114002,FakultasEkonomiUniversitas
SanataDharma,2011,“AnalisisPendapatanPajakPeneranganJalandanReklame
DitinjaudariPerbandinganTahunkeTahunSertaPrediksinya”.
http://repository.usd.ac.id/16604/2/062114002_Full.pdfdiaksestanggal13Mei2021
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2007 angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan

sebesar106,14% yangmenunjukkanbahwaangkaindeks

pendapatan pajak penerangan jalan pada tahun ini

meningkatsebesar6,14% dibandingkantahun2006.Tahun

2008 angka indeks pendapatan pajak penerangan jalan

sebesar121,35% yang artinya angka indeks pendapatan

pajak penerangan jalan meningkat sebesar 21,35%

dibandingkan tahun 2007. Realisasi pendapatan pajak

peneranganjalanpadatahun2009sebesar103,51% yang

artinya angka indekspendapatan pajakpenerangan jalan

meningkat sebesar 3,51% dibandingkan tahun 2008.

Perbandinganpajakreklametahun2006sebesar102,67%

artinya pada tahun iniangka indeks pendapatan pajak

reklame meningkat sebesar 2,67% dibandingkan angka

indekspendapatanpajakreklametahun2005.Padatahun

2007 angka indeks pendapatan pajak reklame sebesar

162,60% yang menunjukkan bahwa angka indeks

pendapatan pajak reklame pada tahun ini meningkat

sebessar62,60%dibandingkanpadatahun2006.Padatahun

2008 angka indeks pendapatan pajak reklame sebesar

93,55%yangartinyaangkaindekspendapatanpajakreklame

menurun sebesar6,45% dibandingkan tahun 2007 yang

diikuti dengan penurunan pendapatan pajak reklame
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dikarenakanturunnyaminatparapengusahaperiklanandi

Kabupaten Klaten untuk memasang reklame papan.

Realisasipendapatan pajakreklame tahun 2009 sebesar

126,57% yang artinya angka indeks pendapatan pajak

reklame meningkatsebesar26,57% dibandingkan tahun

2008. Prediksi pendapatan pajak penerangan jalan

Kabupaten Klaten untuk tahun 2010-2014 menunjukkan

adanya peningkatan. Untuk tahun 2010 diprediksikan

sebesarRp.17.552.560.249,00.Padatahun2011sebesarRp.

19.251.347.031,00. Pada tahun 2012 sebesar Rp.

20.950.187.813,00. Pada tahun 2013 sebesar Rp.

22.649.001.595,00.Dan pada tahun 2014 diprediksikan

sebesarRp.24.347.815.377,00.Prediksipendapatanpajak

penerangan jalan Kabupaten Klaten ini dapat dilihat

peningkatannya pada gambar garis trend. Prediksi

pendapatanpajakreklameKabupatenKlatenuntuktahun

2010-2014 menunjukkan adanya peningkatan juga.Untuk

tahun 2010 diprediksikan sebesarRp.1.579.464.303,00.

Pada tahun 2011 diprediksikan sebesar Rp.

1.758.651.924,00. Pada tahun 2012 sebesar Rp.

1.937.839.546,00. Pada tahun 2013 sebesar Rp.

2.117.027.167,00. Dan pada tahun 2014 diprediksikan

sebesarRp.2.296.214.788,00.Prediksipendapatan pajak
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reklameKabupatenKlateninidapatdilihatpeningkatannya

padagambargaristrend.

c)PerbedaanantaraskripsiNikadekVerdelaChristantidengan

tulisan daripenulis adalah bahwa skripsidariNiKadek

Verdela Christanti lebih menekankan pada analisis

pendapatanpajakpeneranganjalandanreklameditnjaudari

perbandingantahunketahunsertaperdiksidnya.Sedangkan

penulis meneliti bagaimana pemerintah daerah dalam

mengelola hasilpendapatan pajak penerangan jalan dari

tahun 2019-2020. Persamaannya adalah sama-sama

membandingkan hasil pendapatan pajak penerangan

jalannya.

3.DianAgustina,110200313,FakultasHukum UniversitasSumatera

Utara,2016,“PenegakanHukum TerhadapPeraturanDaerahKota

MedanNomor16Tahun2011tentangPajakPeneranganJalan”.4

a)Rumusan masalah adalah bagaimana pengaturan hukum

tentang pajak penerangan jalan? Bagaimana penegakan

hukum terhadapPeraturanDaerahKotaMedanNomor16

Tahun2011tentangPajakPeneranganJalan?Apahambatan

penegakanhukum terhadapPeraturanDaerahKotaMedan

Nomor16Tahun2011tentangPajakPeneranganJalan?

4SkripsidariDianAgustina,110200313,FakultasHukum UniversitasSumateraUtara,
2016,“PenegakanHukum TerhadapPeraturanDaerahKotaMedanNomor16Tahun
2011tentangPajakPeneranganJalan”.
https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18768/110200313.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=ydiaksestanggal13Mei2021



 

 

14

b)Hasilpenelitianadalahadapunpengaturanhukum tentang

pajakpeneranganjalan(PPJ)KotaMedan,diurutkansesuai

dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,terdiridari:

Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun

1945,Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak,Undang-Undang

Nomor28Tahun2009tentangPajakDaerahdanRetribusi

Daerah,Undangg-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah,Peraturan Pemerintah Nomor 35

Tahun1992tentangPembentukanKecamatan,Kabupaten,

danKotaMadyawilayahProvinsitingkat1SumateraUtara,

Persatuan Daerah Kota Medan Nomor16 Tahun 2011

tentang Pajak Penerangan Jalan. Penegakan hukum

terhadapPeraturanDaerahKotaMedanNomor16Tahun

2011 tentang Pajak Penerangan Jalan adalah Pertama

terhadap wajib pajak, karena kealpaannya tidak

menyampaikanSPTPD(SuratPemberitahuanPajakDaerah),

ataumengisidengantidakbenaratautidaklengkapatau

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga

merugikankeuangandaerahdapatdipidanadenganpidana

kurungan atau pidana denda sesuaidengan peraturan

perundang-undangan perpajakan. Dengan sengaja tidak
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menyampaikan SPTPD,wajib pajakyang dengan sengaja

tidak menyampaikan SPTPD atau mengisidengan tidak

benaratautidaklengkapataumelampirkanketeranganyang

tidak benarsehingga merugikan keuangan daerah dapat

dipidanadenganpidanapenjaraataupidanadendasesuai

denganperaturanperundangan-undanganperpajakan.Kedua

terhadappejabatatauatenagaahli,pejabatatautenagaahli

yangditunjukolehwalikotayangkarenakealpaannyatidak

memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana

dimaksuddenganPasal30ayat(1)danayat(2)dipidana

denganpidanakurunganpalinglama1(satu)tahunatau

dipidanadendapalingbanyakRp.4.000.000,00(empatjuta

rupiah).Pejabatatautenagaahliyangditunjukolehwalikota

yang dengansengajatidakmemenuhikewajibannyaatau

seseorangyangmenyebabkantidakdipenuhinyakewajiban

pejabatsebagaimanadimaksuddalam Pasal30ayat(1)dan

ayat(2)dipidanadenganpidanakurunganpalinglama2(dua)

tahundanpidanadendapalingbanyakRp.10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah). Ketiga adapun hambatan yang

ditemukan dalam penegakan hukum terhadap Peraturan

DaerahKotaMedanNomor16Tahun2011tentangPajak

PeneranganJalan,adalah:dalam faktorinternal.Kurangnya

personiildilapangan,minimnyatenagateknispadabidang
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kelistrikan,lemahnya pengawasan, ketidaktahuan atau

kekurangpahamanmasyarakatterhadapPeraturanDaerah,

lemahnya peraturan, banyaknya kebocoran sehingga

masyarakatengganmembayar,jaringankerja.Dalam faktor

eksternal. Kurangnya penegakan hukum, kurangnya

sosialisasi, dan banyaknya masyarakat menunggak

pembayaranPLN.

c)PerbedaanantaraskripsiDianAgustinadengantulisandari

penulis adalah bahwa skripsidariDian Agustina lebih

menekankan pada penegakan hukum terhadap Peraturan

DaerahKotaMedanNomor16Tahun2011tentangPajak

Penerangan Jalan.Sedangkan penulis menelitiketentuan

Peraturan Daerah Nomor1 Tahun 2019 tentang Pajak

Daerah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat atas

penerangan jalan tersebut.Persamaannya adalah sama-

samamengggunakanPeraturanDaerahdiKabupaten/Kota

masing-masing.

F.BatasanKonsep

1.Peranadalahperangkattingkahyangdiharapkandimilikioleh

orangyangberkedudukandalam masyarakat.5

2.Pemerintah Daerah adalah salah satu alat dalam sistem

5KamusBesarBahasaIndonesia(KBBIV)Aplikasidiaksestanggal22Mei2021
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penyelenggaraanpemerintahan.6

3.Pengelolaanadalahprosesyangmemberikanpengawasanpada

semua halyang terlibatdalam pelaksanaan dan pencapaian

tujuan.7

4.PajakPenerangan Jalan menurutPasal1 angka28 Undang-

Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

RetribusiDaerahadalahpajakataspenggunaantenagalistrik,

baikyangdihasilkansendirimaupundiperolehdarisumberlain.

5.Penyediaan adalah suatu proses,cara,atau perbuatan yang

menyelesaikansesuatu.8

6.PeneranganJalanUmum adalahlampuyangdigunakanuntuk

penerangan jalan dimalam hari sehingga mempermudah

penggunajalanmelihatdenganlebihjelasjalanyangakandilalui

padamalam hari,sehinggadapatmeningkatkankeselamatan

lalulintasdankeamanan.

7.KabupatenIndragiriHiliradalahsebuahkabupatenyangterletakdi

ProvinsiRiau,IndonesiayangdidirikanberdasarPada14Juni1965

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor Tahun 1965 Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor49DaerahPersiapanKabupaten

IndragiriHilirresmimenjadisebuahKabupatenDaerahTingkatII

IndragiriHilir(sekarangKabupatenIndragiriHilir)sebagaisalah

6KamusBesarBahasaIndonesia(KBBIV)Aplikasidiaksestanggal22Mei2021
7KamusBesarBahasaIndonesia(KBBIV)Aplikasidiaksestanggal23November2021
8KamusBesarBahasaIndonesia(KBBIV)Aplikasidiaksestanggal22Mei2021
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satuKabupatendiRiauterhitungtanggal20November1965.9

G.MetodePenelitian

1.JenisPenelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian

hukum Normatif.Penelitian hukum normatif adalah suatu

metodepenelitianhukum yangmenggunakansumberbahan

hukum yang berupa peraturan perundang-undangan,

keputusan/ketetapanpengadilan,kontrak/perjanjian/akad,teori

hukum,danpendapatparasarjana.Namalaindaripenelitian

hukum normatifadalahpenelitianhukum doctrinal,jugadisebut

sebagaipenelitiankepustakaanataustudidokumen.10

2.Sumberdata

Datayangdigunakandalam penelitianhukum normatif

iniadalah:

a)DataPrimer

Dataprimeradalahdataempirikdiperolehsecara

langsungdarisumberaslinyayangberupawawancara,jajak

pendapatdariindividuataukelompok(orang)maupunhasil

observasidarisuatuobyek,kejadianatauhasilpengujian

9http://repository.uin-suska.ac.id/17310/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdfdiakses
tanggal23November2021.
10BambangWaluyo,PenelitianHukum Dalam Praktek,SinarGrafika,Jakarta,1996,Hlm
13.
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(benda).11 Dengan menggunakan daftarpertanyaan dan

wawancaralangsunguntukmendapatkandata-datatentang

faktor-faktor yang melatar-belakangikinerja pemerintah

daerahdalam pajakpeneranganjalanumum dimasyarakat

RiaukhususnyadidaerahKabupatenIndragiriHilir.Penulis

terjun secara langsung melakukan teknik observasidan

wawancara.

Narasumberyangterdiridari:Pihakperwakilandari

DinasPendapatanDaerahTembilahan(BapakBudiSuprianto,

SHsebagaiKabidperencanaandanpengembangan,Hukum

dan Kerjasama,Pembukuan Pendapatan Daerah dan Ibu

Rifta Leni,SE.M.Si,sebagaiSub Bidang Pembukuan

PendapatanDaerah).

b)DataSekunder

Adapun sumberdata sekunderdalam penelitian

hukum initerdiriatas:

1)Bahanhukum primeryaitubahanyangmengikat12,meliputi:

a.Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia

1945

b.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang-

11http://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunderdiakses
tanggal8Juli2021
12SoekantodanSriMamudji,Op.Cit,Hlm 13danbandingkandenganAmiruddindan
ZainalAsikin,Op.Cit,Hlm 31
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Undang Nomor5 Tahun 2008 tentang Perubahan

KeempatAtasUndang-UndangNomor6Tahun1983

tentangKetentuanUmum danTataCaraPerpajakan

MenjadiUndang-Undang.

c.Undang-UndangNomor28Tahun2009tentangPajak

DaerahdanRetribusiDaerah.

d.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2016tentang

KetentuanUmum danTataCaraPemungutanPajak

Daerah.

e.PeraturanDaerahKabupatenIndragiriHilirNomor1

Tahun2019tentangPajakDaerah.

f. PeraturanBupatiIndragiriHilirNomor75Tahun2019

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah

TahunAnggaran2020.

2)Bahanhukum sekunder

Bahanhukum sekunderdalam penelitianiniberupa

pendapathukum yangdiperolehdaribuku,jurnal,internet,

hasilpenelitiandanjugadatayangdiperolehdariwawancara

dengannarasumber.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

penelitianhukum yuridisnormatif.Dapatdikatakanbahwa

penelitianhukum yang diambildarifaktahukum,prinsip-

prinsiphukum pajakdanpendapathukum paraahlihukum
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pajak dalam buku-buku,internetdan melaluiwawancara

dengannarasumberbadanhukum ataubadanpemerintah.13

Penulis juga menggunakan paradigma

fenomenologi.Paradigm fenomenologiadalah berusaha

memahamidarisuatuperistiwadanbagaimanaperistiwa

tersebutpengaruhnyadenganmanusiadalam kondisidan

situasi tertentu.14 Karakteristik lain dari paradigm

fenomenologi ini memulai sesuatu penelitian dengan

ketenanganberpikirgunamengungkapkanapayangsedang

diteliti.Dalam pendekatanyangmanapenulismenggunakan

pandangandarisubyekyangditelitinya.

3.Carapengumpulandata

Dalam penelitian hukum normatifinimenggunakan

metodepengumpulandatayangterdiriatas:

a)Studikepustakaan,yaitudenganmempelajaribahanhukum

primerdan bahan hukum sekunder.Studikepustakaan

dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara

denganparanarasumberyaitudenganmemahamiperaturan

perundang-undangan,buku,pendapat hukum dan non-

hukum yangberkaitandenganpermasalahanyangditeliti.

13http://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/diaksestanggal18
Juni2021
14BogdandanBiklen,
http://repository.unika.ac.id/11781/4/12.40.0023%20Baruch%20Jethroobe%20Syuhada
%20BAB%20lll.PDFdiaksestanggal10Juni2021
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b)Wawancara,dalam penelitian inidigunakan wawancara

mendalam yangmendasarpadakriteriateknikwawancara.

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara

bebasterpimpin,yaknipewawancaranyahanyamembawa

pedomanyangmerupakangarisbesartentanghal-halyang

akanditanyakan.Wawancaratidakselaludilakukandalam

situasiformal,namun juga dikembangkan pertanyaan-

pertanyaan aksidentalsesuaidengan alurpembicaraan.15

Dalam penelitian inimelakukan jenis wawancara yang

pertamadanyangkeduayaitupembicaraaninformal,pada

jenis wawancara inipertanyaan yang diajukan sangat

bergantung pada narasumbernya,jadibergantung pada

spontanitasnyadalam mengajukanpertanyaankepadayang

diwawancarai. Hubungan pewawancara dengan yang

diwawancaraidalam suasanawajar,sedangkanpertanyaan

danjawabannyaberjalansepertipembicaraanbiasadalam

kehidupansehari-harisaja.

Petunjuk wawancara hanya berisipetunjuk secara garis

besartentangprosesdanisiwawancarauntukmenjagaagar

pokok-pokokyangdirencanakandapattercakupseluruhnya.

Petunjuk itu berdasarkan diriatas anggapan bahwa ada

jawabanyangsecaraumum akansamadiberikanolehpara

15SutrinoHadi,MetodologiRiset,Yogyakarta,Andi,1995,Hlm 83
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responden. Pelaksana wawancara dan pengurutan

pertanyaandisesuaikandengankeadaannarasumberdalam

kontekswawancarayangsebenarnya.

c)Observasi,teknikinidigunakanuntukmendapatkandata-

data yang akurat dan autentik, penulis mengadakan

pengamatan secara langsung terhadap obyek yang mau

diteliti, termasuk didalamnya kejadian atau peristwa-

peristiwa tertentu dan yang erat hubungannya dengan

penelitiannya.16Sepertiapakahketentuanyangberlakubisa

mendorongkinerjapemerintahKabupatenuntukmencukupi

sesuai kebutuhan masyarakat atas penerangan jalan

tersebut.Penulisbisamendapatkandatatersebutmelalui

PeraturanPerundang-Undangan,Buku,internet,ataudata-

datayangterkaitdenganpenelitian.

d)Metode dokumentasi,teknikinimerupakan pengumpulan

dataataubukudaripeninggalantertulissepertiarsip-arsip

ataudokumen-dokumenyangberhubungandenganmasalah

penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi

digunakanuntukmembacaataumempelajariarsip,catatan

atau dokumen yang berkaitan dengan peristiwa atau

kejadiansosialberkenaandengantemayangdibahasdalam

16HamdaniNawawi,PengantarMetodologiRiset,Jakarta,RajaGrafindoPersada,1996,
Hlm 100



 

 

24

skripsiini.17

4.Analisisdata

Analisisdatamerupakanbagianyangpentingdalam

penelitian,karenadenganmenganalisis,datadapatdiberiarti

dan makna yang jelas sehingga dapat digunakan untuk

memecahkanmasalahdanmenjawabpersoalan-persoalanyang

diajukandalam penelitian.

Tujuan analisis dalaam penelitian iniadalah untuk

mempersempitdan memberibatasan-batasan pada temuan

hinggamenjadisuatudatayangteraturdanmenambahvaliditas

dataitusendiri.18

Dalam penelitian ini,teknik analisis yang digunakan

adalahteknikdeskriptifdenganmenggunakanpolapikirinduktif,

yaitu menggambarkan masalah kinerja pemerintah daerah

KabupatenIndragiriHilirdalam PajakPeneranganJalanUmum

kemudiandianalisisdenganketentuanHukum Pajaktentang

pemenuhan proses kinerja dari Pemerintah Daerah Kota

Tembilahandalam sistem perpajakandaerahPeneranganJalan,

baikdariPeraturanDaerahataupunpendapatwargaataupihak

kantorpajakdaerahuntukmenilaifaktalapangan.

17http://etheses.uin-malang.ac.id/707/diaksestanggal18Juni2021
18Marzuki,MetodologiRiset,Yogyakarta:PT.PrasetiaWidyaUtam,2002,Hlm 64


